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ABSTRACT

Law enforcement on civilians who possess or use firearms without authorization in
Indonesia is based on Emergency Law Number 12 of 1951, which stipulates a
maximum penalty of death, life imprisonment, or 20 years' imprisonment for
violators. The research questions in this thesis are how the law regulates the crime
of possession and use of firearms, how the law is enforced on illegal firearm
possession by civillans, and what the judge's legal considerations were in decision
Niumber 58/Pid.Sus/2024/PN Pbi. This thesis uses a literature review method. The
type of data in this research is secondary data. The data obtained are systematically
arranged and analyzed qualitatively. Eased on the discussion, it can b concluded
that the legal regulations regarding the criminal act of possession and use of
Jirearms are regulated in Emergency Law No. 12 of 1951, Government Regulation
in Licu of Law No. 20 of 1960, and the National Police Chief Regulation No. 82 of
2004 concerning the Implementation of Supervision and Control of Non-Organic
Weapons. The penalties for possessing firearms without a permit are also quite
severe, namely in Emergency Law No. 12 of 1951, i is stated that the mazimum
penaliyfor possessing firearms without  permit is a mazxinmum of the deth penaly,
ife imprisonment, and 20 years in prison. Law enforcement on illegal possession
of fircarms by civilians is by taking preventive and repressive measures. Taking
preventive measures is by carrying out activities that are of a counseling, guidance,
and coaching nature, tasks that airm to prevent the meeting between the clemens of
intent and the clement of opportunity so that a crime does ot occur. Taking
repressive action, namely an act of eradicating a crime, is carried out by collecting
all available evidence, from the pre-investigation siage to the prosccution stage if
a crime occurs. The judge's legal consideration in  decision Number
S8§/Pid Sus/2024/PN Pbl is that all clements of Aricle | paragraph (1) of
Emergency Law Number 12 of 1951 have been fulfilled, therefore the Defendant
st be declared legally and convincingly proven o have commitied the crime as
stated in the single indictment. The Panel of Judges found no grounds that could
climinate the Defendant’s criminal responsibiliy. cither as ustification or excuse.
gxamination of the Defendant, the Panel of Judges was convinced of the
Nguilt. Therefore, the Defendant must be declared legally and
ven guilly of committing the crime and therefore the Defendant
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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL 

YANG MENGGUNAKAN SENJATA API  TANPA HAK

 (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pbl)

M. Hafizh Izzuddin

  (235114221)
Penegakan hukum terhadap warga sipil yang memiliki atau menggunakan senjata api tanpa hak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menetapkan hukuman pidana maksimal pidana mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun bagi pelanggarnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api, bagaimanakah  penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan  Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pbl. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan pembahasan dapa disimpulkan bahwa pengaturan  hukum terhadap tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Perpu No. 20 Tahun 1960, peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata ap tanpa izin juga cukup berat yaitu dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman masksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Penegakan  hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil adalah dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Melakukan tindakan preventif yaitu dengan melakukan kegiatan-kegitan tugas yang bersifat penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan, tugas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan antara unsur niat dan unsur kesempatan sehingga tidak terjadi suatu tindak pidana. Melakukan tindakan represif yaitu suatu tindakan pemberantasan terhadap suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara mengumpul semua barang bukti yang ada, dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan bila terjadi suatu tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan  Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pbl adalah semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana 
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